
BUPATI BONDOWOSO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO 
NOMOR 4~ TAHUN 2020 

TENTANG 

STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PADA PERANGKAT DAERAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BONDOWOSO, 

a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Aparatur Sipil 
Negara yang profesional dan terselenggaranya Sistem Merit 
dalam manajemen Aparatur Sipil Negara, perlu disusun 
Standar Kompetensi Jabatan pada Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso 
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 
tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 
Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Standar Kompetensi Jabatan pada Perangkat Daerah di 
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 
1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

3. U ndang-U ndang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang 
Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 1907); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil 
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1252); 

10. Peraturan .. . 
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10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUNAN STANDAR 
KOMPETENSI MANAJERIAL PADA PERANGKAT DAERAH DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN 
BONDOWOSO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bondowoso. 
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso. 
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD, adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bondowoso. 

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai 
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 

6. Standar Kompetensi Manajerial, yang selanjutnya disingkat 
SKM adalah bagian dari proses manajemen sumber daya 
manusia yang digunakan untuk standarisasi suatu jabatan 
untuk menghasilkan Standar Kompetensi Jabatan. 

BAB II 
PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL 

Pasal 2 

(1) Penyusunan SKM dilaksanakan dengan: 
a. metode wawancara langsung dan analisa terhadap beban, 

tanggung jawab, tugas dan fungsi masing masing jabatan 
struktural yang berisi strategi, alur pikir atau 
pendekatan pelaksanaan pekerjaan SKM di lingkungan 
Pemerintah Daerah; 

b.pendekatan ... 
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b. pendekatan teknis-akademis, dengan melakukan 
kajian dan analisis yang bersifat eksploratif dan 
komprehensif. 

(2) Penyusunan SKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan pada setiap jabatan yang terdapat dalam seluruh 
PD. 

BAB III 
TAHAPAN PENYUSUNAN 

Pasal 3 

Penyusunan SKM dilaksanakan secara sistematis dengan 
tahapan sebagai berikut: 
a. pengumpulan data; 
b. pengolahan data; 
c. penelaahan hasil olahan data; dan 
d. penetapan SKM. 

BAB IV 
PELAKSANA 

Pasal 4 

Penyusunan hasil SKM pada seluruh PD dilaksanakan oleh 
Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
Bondowoso. 

BABV 
HASIL 

Pasal 5 

( 1) Hasil SKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dituangkan dalam Laporan SKM yang berisi tentang 
grading dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat 
struktural. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI... 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso. 

Ditetapkan di Bondowoso 
pada tanggal 9 Jun, ~o,-o 

DOWOSO, 

s 

Diundangkan di Bondowoso 
. pada tan 1 9 Jun, ~o:io 

S DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO, 

SYAIFULLAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2020 NOMOR 44 



Pelatihan 2 Teknis 1 Diklat teknis terkait pemberdayaan masyarakat V 
3 
Fungsional 

memiliki pengalaman dalam Jabatan pelaksana paling 

C. Pengalaman Kerja singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan V 
Jabatan pelaksana sesuai dengan bidang Kepegawaian serta 
Pendidikan dan Pelatihan 

D. Pangkat Penata (111/c) 
E. lndikator Kinerja 
Jabatan 
lndikator Kinerja Melakukan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan 
Jabatan - 1 perekonom ian. 


